BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1509, 2016 KEMENHUB. Pelayanan Informasi Meteorologi
Penerbangan. Bagian 174. Peraturan Keselamatan
Penerbangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 108 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174)
TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
(AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
ayat (2) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2009 tentang  Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika, bahwa dalam rangka pengawasan
aktivitas gunung berapi yang  memberikan
dampak abu vulkanik terhadap operasi
penerbangan sipil, dipandang  perlu diatur
ketentuan mitigasi penanganan abu vulkanik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part

174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi
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Mengingat

Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information

Services);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)
tentang Penyelenggara  Pelayanan  Telekomunikasi
Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service
Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang



10.

11.

12.
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Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171
(Cwil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang
Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
(Aeronautical Telecommunication Service Provider) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 174 (Cwil Aviation Safety Regulations Part 174)
tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
(Aeronautical Meteorological Information Services) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 173 (Cwil Aviation Safety Regulations Part 173)
tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight
Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 295);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139)
tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)
tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical
Information Service) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 410);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis dan
Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 490);

14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas
Stasiun Meteorologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 551);

15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pengawasan Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 424);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN
2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI
METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL
METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety
Regulations Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi
Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66),
diubah sebagai berikut:

1. Mengubah butir 174.50 Unit Pelayanan Informasi
Meteorologi di Aerodrome huruf b nomor 7, sehingga butir

174.50 huruf b berbunyi sebagai berikut:



2016, No. 1509

Unit Pelayanan Informasi Meteorologi di aerodrome

harus melakukan fungsi - fungsi di bawah ini untuk

memenuhi kebutuhan operasi penerbangan di

aerodrome :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

menyiapkan dan/atau menerima prakiraan dan
informasi cuaca untuk penerbangan. Prakiraan
cuaca yang dibuat harus memuat prakiraan
cuaca setempat, prakiraan cuaca en-route dan
prakiraan cuaca dari aerodrome lainnya;
melakukan pengamatan kondisi dan fenomena
cuaca aerodrome secara terus menerus untuk
membuat laporan dan prakiraan cuaca;
memberikan briefing, konsultasi dan
dokumentasi penerbangan (flight documentation)
kepada anggota kru pesawat udara dan/atau
personel operasi penerbangan lain;
menyampaikan informasi meteorologi lainnya
kepada pengguna penerbangan;
menampilkan  informasi  meteorologi yang
tersedia;
melakukan pertukaran informasi meteorologi
dengan unit pelayanan meteorologi di
aerodrome lainnya; dan
menyampaikan informasi mengenai aktivitas
pra letusan gunung berapi, letusan gunung
berapi atau awan abu gunung berapi yang
diperoleh dari Badan Geologi, hasil observasi
stasiun meteorologi/unit pelayanan informasi
meteorologi di aerodrome atau pengamatan di
pesawat udara, kepada:
- Meteorological Watch Office terkait dalam
bentuk Volcanic Activity Report; dan
- Unit Air Traffic Services terkait dalam bentuk

Volcanic Activity Report.



